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BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN 

TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang tahun 2013** (angka sangat sementara) atas dasar harga berlaku sebesar                     Rp10.924.122,21 juta sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar       Rp4.020.045,98 juta. Kontribusi sektoral terbesar penyumbang PDRB pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian serta sektor industri pengolahan sebesar 75,93%. Sektor perdagangan menggeser sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pemalang tahun 2013 yaitu sebesar 28,50%, sedangkan sektor pertanian sendiri sebesar 24,66% dan sektor industri menyumbang 22,77%.   
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Sumber : BPS Kab. Pemalang, 2013 (diolah angka sangat sementara)
b. Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2013 menunjukan gambaran yang terus meningkat, hal ini ditunjukan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,41 persen, atau meningkat sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 5,28 persen.

Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Pemalang
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Sumber : BPS 2013.

c. Pendapatan Per kapita

Pendapatan perkapita yang merupakan salah satu indikator dari kondisi perekonomian di Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat dari dua konsep, yaitu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

PDRB perkapita Kabupaten Pemalang pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar Rp3,14 juta per orang** (angka sangat sementara). Angka tersebut meningkat secara nominal daripada tahun sebelumnya pada tahun 2012 sebesar Rp2,99 juta per orang. Hal ini nampaknya tidak terlalu terpengaruh adanya tekanan beberapa indikator ekonomi makro nasional.

Dengan indikasi adanya peningkatan jumlah PDRB per kapita dari sisi harga berlaku, maka menunjukan adanya peningkatan aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Pemalang. Meskipun kecenderungan peningkatan aspek tersebut relatif kecil, namun sudah dapat memberikan indikasi yang positif akan adanya kemajuan di sektor pendapatan.

d. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2013** (angka sangat sementara) diperkirakan sebesar 6,52 %. Kondisi ini meningkat apabila dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2011 yang sebesar 4,04%. Inflasi tahun ini dibawah target inflasi nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk tahun 2013 yaitu sebesar 7,2%. Dengan demikian bila dibandingkan dengan tahun 2012, maka untuk tahun 2013 daya beli masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa meningkat demikian pula tingkat konsumsi pun ikut meningkat. 
Mengacu pada kriteria Bank Dunia, maka inflasi tersebut masih tergolong rendah. Besarnya komulatif inflasi yang single digit itu mengindikasikan bahwa keadaan ekonomi cukup stabil untuk kelangsungan jalannya roda perekonomian dan pembangunan. Diharapkan kondisi ini terus berangsur semakin membaik sehingga memulihkan ekonomi akan lebih cepat terjadi serta dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5-5,5%.
2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1.
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
 Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dengan demikian pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Kebijakan umum untuk pendapatan daerah diarahkan melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, melalui upaya-upaya : 1) Pemantapan Regulasi dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya PBB dan BPHTB. Pada tahun 2013 telah dilakukan pemenuhan sarana dan prasaran di tingkat kecamatan, seperti ruang pelayanan PBB. Sehingga tahun 2013 pelayanaan PBB dapat dilakukan di kecamatan; 2) Peningkatan  Pendapatan  Daerah  dengan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan; 3) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan, melalui peningkatan validitas data aset, seperti luas sawah eks bondo desa yang akan dilelang melalui lelang garapan; 4) Meningkatkan  pelayanan  masyarakat  dan  perlindungan  konsumen  sebagai  upaya meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  daerah  dan  retribusi daerah; 5) Meningkatkan  koordinasi  secara  sinergis  di  bidang  Pendapatan  Daerah  dengan Pemerintah Pusat, Pemerinah Provinsi dan SKPD Penghasil; 6) Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum dan perikanan) sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan; 3) Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP).
Berdasarkan arah kebijakan pendapatan tahun 2013 di atas, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain :                1) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah (baik aspek hukum, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana); 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pada UPTD/UPPD/Balai/dinas penghasil untuk meningkatkan pendapatan  daerah; 
3) Melakukan fasilitasi, asistensi, dan koordinasi ke SKPD untuk menghindari adanya tumpang-tindih pungutan dan optimalisasi pendapatan daerah; 4) Membuat data base dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD; 5) Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan revisi peraturan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan terkait dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 6) Meningkatkan  peran  BUMD  dalam  memberikan  kontribusi  secara  signifikan  terhadap pendapatan daerah.
Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

c) Penganggaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan/atau telah dibatalkan.

d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. 

e) Dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) pada RSUD dr. M. Ashari mulai tahun 2012, maka penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD. 

f) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanent, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 

g) Pendapatan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan, rincian obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
2) Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah memberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.
Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2013, dilakukan dengan:

a) Pencantuman alokasi dana perimbangan mendasarkan atas Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b) Alokasi dana bagi hasil baik bagi hasil pajak maupun dana bagi hasil sumber daya alam, pencantuman alokasi dananya dilakukan dengan cara memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari alokasi definitif tahun anggaran 2012.                                                                                                               

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Penetapan pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, besaran pagunya masih menggunakan pagu estimasi tahun anggaran 2013 berdasarkan informasi yang diterima baik secara tertulis maupun dari hasil koordinasi. Sedangkan Dana Bantuan Keuangan Provinsi mendasarkan pada alokasi yang tercantum dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.
b) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perseorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD.
2.2.2 Kebijakan Umum  Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang telah ditetapkan.Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Belanja daerah tahun 2013 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM Tahun 2012  yang baru sebesar 70,22 diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun 2013 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah : 1) Peningkatan anggaran untuk infrastruktur jalan dan irigasi termasuk bantuan untuk infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi pertanian dan industri manufaktur; 2) Penggunaan anggaran untuk Pendidikan sebesar 20 % dari anggaran APBD 2013; 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ; 4) Peningkatan anggaran untuk pembukaan lapangan kerja, padat karya, informasi kerja, pengembangan investasi yang bermuara pada pengurangan kemiskinan. 

Berkaitan dengan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang, hal ini sejalan dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008, yang pada pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa ”Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran penanggulangan kemiskinan minimal sebesar 20 % dari APBD melalui DAU setelah di kurangi belanja pegawai. Pada tahun anggaran 2013 di rencanakan dan dianggarkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kurang lebih 26,8 Milyar Rupiah dari DAU setelah dikurangi belanja pegawai.

Persebaran alokasi anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : 1) Bantuan Sosial untuk pendampingan PNPM baik mandiri perkotaan maupun mandiri perdesaan; 2) Hibah pemugaran rumah tidak layak huni; 3) Fasilitasi pendampingan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 4) Fasilitasi pendampingan koordinasi pengalokasian beras bagi masyarakat miskin.

Kebijakan belanja tahun 2013 juga berupaya mengedepankan efisiensi anggaran, mempertahankan serta pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat pidato presiden RI yang telah disampaikan di depan DPR tanggal 16 Agustus 2012 pada saat penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Beserta Nota Keuangannya. Kebijakan nasional lainnya yang menjadi acuan yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Beberapa agenda pembangunan Kabupaten Pemalang yang sejalan dengan hal tersebut antara lain : 1) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah telah melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai; 2) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD; 3) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah telah menerapkan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Kebijakan belanja tahun 2013 dalam implementasinya mendasarkan pada RT/RW Kabupaten Pemalang sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013, yaitu mengarahkan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dengan mengarahkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka memanfaatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu guna perwujudan ruang tersebut pada Tahun 2013 direncanakan program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 yaitu antara lain : 1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Randudongkal, Comal dan Ulujami; 2) Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Pemalang dan Taman; 3) Penguatan BKPRD.

Selanjutnya implementasi dari penguatan agenda Pemalang berakhlak mulia, sekaligus sebagai tindak lanjut permendagri No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan aktualiasasi Nilai-nilai Pancasila, maka pada tahun anggaran 2013 juga direncanakan kegiatan yang bertujuan pada : 1) Menyediakan SDM Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme; 2) Menanamkan nilai-nilai pancasila kepada para penyelenggara negara dan pemerintah daerah.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:

a) Belanja Pegawai

i) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD, penganggarannya memperhitungkan acress yang  besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

ii) Rencana alokasi penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD menyesuaiakan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang telah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2013 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah sebesar rata-rata 7 %;

iii) Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, pemerintah daerah menganggarkan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan tempat bertugas yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

iv) Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Biaya pemungutan diartikan sebagai bentuk pemberian intensif sejalan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional untuk meningkatkan kinerja instansi atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan pajak daerah, yang besaran insentifnya didasarkan pada pertimbangan asas kepatuhan dan kewajaran yang dikaitkan dengan bobot tanggung jawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja, serta tidak melibihi 5 % dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

v) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

vi) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada :  

· Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

vii) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut :

· Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

· Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis “Biaya Penunjang Operasional Kepala daerah Kabupaten/Kota” termasuk didalamnya “Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota”. 

b) Belanja Bunga

Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang dengan menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
i) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

ii) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

iii) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. 

d) Belanja Bantuan Keuangan

i) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa. Termasuk dalam bantuan keuangan ini adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

ii) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 

iii) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

e) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2013 dan 2012, serta kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun 2013, dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a) Alokasi belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

b) Belanja Pegawai
i) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

ii) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012.

c) Belanja Barang dan Jasa

i) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.

ii) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 

iii) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

iv) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. 

v) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

vi) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah mulai 1 Januari 2013 menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

d) Belanja Modal

i) Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, penganggaran belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen, dilakukan secara bertahap.

Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan tahun 2013, adalah sebagai berikut :
1) Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah definitif berdasarkan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp194.866.880.000,00.

b) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar                             Rp6.100.000.000,00.

Dengan demikian jumlah penerimaan pembiayaan sebesar               Rp200.966.880.000,00.
2) Pengeluaran Pembiayaan
a) Dalam rangka penyiapan pembiayaan penyelenggaraan Pemilukada tahun 2015, maka dibentuk dana cadangan selama empat tahun anggaran mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 masing-masing sebesar Rp 4.000.000.000,00. Oleh karena itu, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,00. 

b) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBD dibuatkan peraturan daerah tersendiri.

Penyertaan modal pemerintah daerah tahun anggaran 2013 digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal dan memperkuat share permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Provinsi. Adapun nilai yang diinvestasikan pada tahun anggaran 2013 direncanakan seluruhnya sejumlahRp 6.660.000.000,00.
c) Selain menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, dianggarkan untuk pembayaran pokok utang sebesar                                  Rp 477.254.000,00.

d) Sedangkan untuk pemberian pinjaman daerah, dianggarkan sebesar Rp 5.500.000.000,00 terdiri dari dana sebesar Rp 4.000.000.000,00 untuk dana talangan pengadaan pangan; serta pemberian pinjaman untuk kemitraan budidaya tebu sebesar Rp 1.500.000.000,00.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp 16.637.254.000,00.

Berdasarkan jumlah penerimaan pembiayaan Rp 200.966.880.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 16.637.254.000,00 di atas, maka pembiayaan neto-nya adalah sebesar Rp 184.329.626.000,00. Pembiayaan neto sebesar Rp 184.329.626.000,00 tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagai akibat selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. 
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